
 
 
 
  

 
SALINAN 

PERATURAN  DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 2 TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

Menimbang   : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan 
mencapai taraf kesejahteraan sosial; 

 
b. bahwa menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayahnya; 
 

c. bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan pelayanan 
kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan 
sosial perkotaan di Kota Surabaya, maka agar penanganannya 
lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c,  perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

   
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 

Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273) 
 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  3143);  

 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3668); 
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5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  3670);    

 
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  3796); 

 
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 

Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3886); 

 
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4235); 

 
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4279); 

 
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 

 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 

 
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Convenant on Economic, Sosial and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118     
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557); 

 
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4558); 
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17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720); 

 
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4723); 

 
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4756);  

 
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4967); 

 
21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik                     

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

 
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5062); 
 

23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5063); 
 

24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5080); 

 
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara 
Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3177); 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3367); 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12). 

 
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 5). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
dan 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 

 
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang sosial.  
 

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 
dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya.  

 
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial.  
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7. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan 

pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun 
masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan 
sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun 
rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau 
memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu 
menjalankan fungsi sosial secara memadai   
 

8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 
disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok 
masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan 
material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya 
sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi 
kebutuhan minimum baik  jasmani, rohani maupun sosial. 
 

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya beserta kakek dan/atau nenek. 

 
10. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga 

dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang 
berlaku. 
 

11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 
PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, 
Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, 
dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha 
kesejahteraan sosial. 
 

12. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan 
sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi 
sosial lainnya. 

 
13. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, 
kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan 
usaha kesejahteraan sosial atau mengabdi di bidang kesejahteraan 
sosial. 

 
14. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi 
dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan 
sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau 
pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-
tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 

 
15. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga 

Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, 
Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan 
sosial. 
 
 


